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ENGADAAN BARANG

Kadln Minta Proyek MRT Transparan

JAKARTA—Kamar Dagang dan
Industri (Kadin) DKI Jakarta me-
minta Pemprov DKl transparan
dalam proyek transportasi massal
berbasis rel (mass rapid transit/
MRT), terutama dalam hal sub-
koniraktor.

Wakil Ketua Umum Kadin DKI
Sarman Simanjorang menilai
Gubernur Joko Widodo sudah
trapsparan  melakukan tender
perusahaan konsorsium utama.
Mamun masih ada ratusan sub-
kontrakior yang akan dilibatkan
dalam proyek tahap pertama Le-
bak Bulus-Bundaran Hotel In-
donesia dengan nilai 125 miliar
yen atau sekitar Rp12.5 triliun
tersebut.

“Pemprov sudah transparan da-
lam proses tender menunjuk kan-
traktor utama konsorsium, tetapi
untuk MRT ini masih ada subken-
traktor yang jumlahnya ratusan.
Ini juga harus transparan, jangan
sampai hanya dikelola anak per-
usahaan. ltu bisa mengarah pada

Departemen Humas-Sekretaris Perusahaan

kartel,” kata Sarman dalam perte-
muan Kadin di Jakarta, Rabu

- (8/5).

Dia menyarankan Gubernur Jo-
kowi membuat peraturan agar
subkontraktor jangan berasal dari
anak perusahaan konsorsium dan
mengutamakan bahan asli dalam
negeri.

Dengan begitu, katanya, mega-
provek tersebut memberi kesem-
patan usaha kecil dan menengah
(UKM) untuk terlibat di dalam-
nya. Diperkirakan ratusan peng-
usaha subkontraktor akan ikut
dalam pembangunan MRT, seper-
ti pemasok semen, pemasok besi
baja, pemasok beton dan sebagai-
nya.

“Kepemimpinan Jokowi-Ahok
[Wagub Basuki Tjahaja Purnama)
kan baru ada proyek besar MRT
ini. Kami minta transparaniah
biar pengusaha kecil ikut dilibat-
kan, jangan hanya kontraktor
gede saja yang lransparan,” pinta
Sarman.

Sementara itu, Ketua Umum
Kadin DKI Eddy Kuntadi menegas-
kan penerapan tender elektronik
atau e-procurement atas proyek di
lingkungan Pemprov DKl yang
dibiayai APBD sejak 2006 telah
memudahkan pengusaha untuk
mengikuli tender yang tercantum
dalam Layanan Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE).

Dia mengungkapkan pada 2013
terdapat 190 item proyek yang ter-
sebar di enam wilayah kota dan
kabupaten se-Provinsi DKI, di
mana masing masing item me-
muat nilai tender antara Rp74 juta
hingga Rp9,79 miliar.

SULIT

Namun, sambung Eddy, kala-
ngan pengusaha masih banyak
mengeluhkan tentang sulit dan
rumitnya mengikuti tender elek-
tronik. Kendati sudah berlang-
sung secaia elektronik, dugaan
kecurangan masih muncul di ka-
langan pengusaha,

PT Citra Marga Nusaphala Persada Thk

"Perlunya transparansi proses
tender mutlak untuk mencegah
peluang kecurangan atau kongka-
likong antara peserta tender dan
pejabat yang mengurusi tender
agar tidak menimbulkan kesim-
pangsiuran di kalangan peserta
tender,” ucapnya.

Ketua DPP Gabungan Perusa-
haan Kontraktor Nasional T.B.
Pangaribuan mengeluhkan se-
jak 2011 sebanyak 600 badan
usaha anggotanya lidak bisa
mengikuti tender i Pemprov
DKI karena pengurusan izin
usaha jasa konstruksi (IUJK) ti-
dak diberikan.

Gabpeknas sebagai anggota Ka-
din meminta organisasi inengupa-
vakan kepada Pemprov DKI agar
pihaknva bisa mengikuli lelang
pekerjaan DKL

“Kadin sebagai induk organisasi
perusahaan harus akiil mengupa-
yakan kepada pemda agar kon-
traktor bisa mendapatk.n pekerja-
an lagi,” katanva. (akhirul Anwar)




